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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab munculnya hambatan
dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Solok serta
mengidentifikasi upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian
berangkat dari paradoks empiris antara capaian indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Solok yang tergolong sangat baik dengan tingkat
adopsi IKD oleh masyarakat yang tetap rendah dan belum memenuhi target
nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode
kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap
informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Dinas Sosial, serta masyarakat, dan'dianalisis. menggunakan kerangka
teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup variabel
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hambatan implementasi IKD bersifat struktural dan berlapis
pada keempat variabel tersebut, yang keseluruhannya bermuara pada satu akar
persoalan yang sama, yaitu ketiadaan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi teknis
yang tidak secara eksplisit mewajibkan integrasi IKD di luar Disdukcapil dan
memicu fragmentasi domain kebijakan antara ekosistem kelembagaan SPBE yang
dikelola Dinas Komunikasi dan, Informatika dengan ekosistem IKD yang dikelola
Disdukcapil secara terpisah, sehingga keberhasilan pada satu domain tidak
berkontribusi terhadap domain  lainnya. Pemerintah Kota Solok, melalui
Disdukcapil, telah melakukan empat kategori upaya, yaitu perluasan jangkauan
aktivasi, penguatan regulasi, formalisasi kerja sama kelembagaan, dan inovasi
komunikasi publik, namun seluruh upaya tersebut belum mampu mengatasi
keterbatasan regulasi lintas sektor dan fragmentasi kelembagaan yang bersifat
sistemik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital,
Fragmentasi Kelembagaan, SPBE, Edwards III, Pelayanan Publik, Kota Solok
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ABSTRACT

This research aims to analyze the underlying causes of the obstacles in the
implementation of the Digital Population Identity (ldentitas Kependudukan
Digital/IKD) in Kota Solok, as well as to identify the government's efforts in
addressing these obstacles. The study departs from an empirical paradox in which
Kota Solok's Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik/SPBE) index attained a "very good" rating, while the level of public
adoption of IKD remained low and had not met the national target. This research
employs an analytical descriptive approach with a qualitative case study method.
Data were collected through in-depth interviews with informants from the
Department of Population and Civil Registration, the Department of
Communication and Informatics, the—Regional Secretariat, the One-Stop
Investment and Integrated.Services-Office, the \Department of Social Affairs, and
members of the public, and were analyzed using George C. Edwards Ill's policy
implementation  framework, encompassing the variables of communication,
resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the
obstacles to IKD implementation are structural and multilayered across all four
variables, all of which converge on a single root cause: the lack of regulatory
synchronization and harmonization in technical regulation that does not explicitly
require IKD integration beyond Disdukcapil and trigger the fragmentation of policy
domains between the institutional ecosystem of SPBE, managed by Kominfo, and
the ecosystem of IKD, managed separately by Disdukcapil, such that success in one
domain fails to contribute to the other. The Kota Solok government, through
Disdukcapil, has undertaken four categories of effort which are expanding
activation outreach, strengthening regulatory instruments, formalizing inter-
institutional cooperation, and innovating public communication. However, none of
these efforts has been able to overcome the underlying limitations of cross-sectoral
regulation and the systemic institutional fragmentation.

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity, Institutional
Fragmentation, SPBE, Edwards I, Public Service, Kota Solok



